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ABSTRAK

Penyalahgunzan psikotropika adalah meliputi segala perbuatan penggunaan psikotropika tanpa izin
diri pihak yang berwenang dan tujuan penggunaan peikotropika tersebot di lusr untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
kesehatan dan pengobatan, yaity dijadikan sebagai objek bisais dan berdampak pada kegiatan merusak generasi muda
baik fisik maupun mental {psikis). Terhadap perbuatan penyalahgunaan peikotropika tersebil dapne dikenakun sanksi
pidana yang terdapat dolam passl 59 sampai pasal 72 undang-undang psikotropika. Dimana pasal yang paling banyak
dilanggar selama tahun 2005-bulan Juni 2007 yaitu Pasal 62, vang penjatulian pidznanys tergantung dar subtjek
hukurtnya dan pertimbangen hakim. Dalam pemidanaan tersebut, ada tujuan-twjuan yang ingin dicapai yaitu tujuan
hulnim pidans, tujuan dalam Konsep Rancangan KUHP Bar, tujuan sistem peradilan pidzna dan tujuan pengaturzn di
bidang psikotropika itu sendiri, Oleh karena ite, penulis merumuskas masalah dalam tiga pertanyaan yaifu praktck
pemidanaan terhadap pelaku penynlahgunaan peikotrapiks berdasarkan tujuan peanidanazn, dasar dan pertimbangan
hakim dalam pemidanann terhadap peladu penyalahgunazn peikatropika untuk mencapai tujusn pemidanasn, kendala-
kendila dalam mencapal fujuan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunasn peikotropikn. Untek menjawab
penstynan tersehud, penuliz melakukan penelitian dengan menggunakin metode yuridis sosiologis. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sckunder. Alat pemgumpuian data yang digunakan adalah studi dokumen,
wawancard dan daftar pedanyaan, yang diclah dan diznalisis secara kualitati sehingea dapat diperoleh suatu
kesimpulan. Berdasackan hasil penelitian di Pengadilan Megeri Padang, secara wmum tujuzn pemidansan ferhadap
pelaku penyalahgunaan psikotropika yaitu menjarubkan pidana berdasarkan keseimbangan antara kualitas perbiuatan
melpwan hukum dengan pidana yang dijotubkan melalui pertimbangan hakim, hasil pemeriksazn dan pembukiian di
pessidangan, sehingga pidana tersebut setimpal atas kesalahan si pelaku yarg pada umuinnya telah memberikan efik
&1 dan insyafl Walanpun ada sedikic kendala dalam pelnksanaznnya, tetapi bukan menugakan kendals pokok, diman
aakim tetap dapat menjatuhkan pidana tersebut. Atas piditna yang setimpal dan merupakan nestapa itw, belum mampu
nencegah orang lain melakukan kesalahan vang sama (peningkatan kasus tahun 2008), schinggn usaha preventif untuk
nemberantas peredaran gelap psikotropika yang merupekan salah st tujuan pengaturan di bidang paikotropika belum
naksimal, meskipun tujuan tersshut 1elah terdakzana terhadap pelaku yang dipidans, yvasg pada umuinnya tidak
nengulang lagi kejahatan yang sama
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial vang akan
selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kemyataan
telah membuktiken bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi
sulit diberantas sccara tuntas. Antisiposi atas kejahatan  tersebut  dengan
memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara preventif maupun represif.
Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi
anggeta masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan
tindakan yang represif! Penjatuhan pidana bubon  sematamata sebagai
pembalasan dendam, tetapi pemberian bimbingan dan pengayoman kepada
masyarakat serta terpidana sendin agar menjadi insyaf dan dapat menjadi angpota
masyarakat yang baik.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal
pemidanaan, scharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat
menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek Jera. Hal ini memberikan
wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada
para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat,”

Pemidanaan  terhadap  pelaky penyalahgunaan  psikotropika pada

prakteknya selama ini mungkin saja telsh sesug; dengan ketentuan pidana dalam

* Bambang Waluyo, Pidurg dan Pemidanaan, Jakarta: Siaar Crafiles, 2000, Hal. 2

= Jbid, Hal. 3

! Siswanto Sunarso, Penegakan Hutam Psbkotropita dalam Kajlan Sasiofogs Hukem, Takary: PT
Rajadirafinds Persadn, 2005, Hal, 7



undang-undang psikotropika yang berlaky berdasarkan berbagai pertimbangan
dan faktor-faktor penjatuhan sanksi pidana, Tetapi mungkin juga belum tercapai
secara maksimal karena berbagai alasan dan kendala-kendala vang ada, sehingga
tujuan pemidanaan belum terpenuhi secara maksimal. Fun 51 hukum acara pidana
yang paling penting ialah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran vang
diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti, hakim akan sampai kepada putusan.®

Fenyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang
tidak hanya dilakukan secara persecrangan, letapi juga secara bersama-sama
dengan berbagai modus operandi atau motif kejahatan, haik sebagai produsen,
distributor, kurir maupun konsumen. Dimana penyalahpunaan tersebut dilakukan
oleh orang dewasa manpun anak-anak, haik sebagai pelakn maupun korban,
Pelaku vang diadili hisa saja bukan vang sebenamya melainkan pengedar lapisan
paling bawah, termasuk para pecandu yang menjadi korban®  Ancaman
hukumannya berupa pidane mati, penjara dan denda.

Penjatuhan pidana merupakan nestapa atau kesengsaraan yang bersifat
tragik dan sehagai obal terakhic ({ftfmum Remeditm). Putusdn pemidanaan
terjadi, jika pengadilan berpendapat hahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), Kita menpenal
asas tiada pidana tdnpa kesalahan (Geenstrdf Zonder Schuld), pidana hirya dapat
dijatuhkan apahila ada  kesalahan rerdakwa, yang dibektikan di sidang

pengadilin,®

! Aridi Hameah, Hukum Acarg Pldom Irdanetia, fokarta: Sinnr Grafika, 2005, Hal. v

* Sulisdvowatl [rants, dik, Perdajangan Ferempuan dafam Jaringin Pergsdaran Narkorika,
Suknin: Yayasan Obor Indonesin, 2008, Hal, &

* Bumbang Wiiluyo, ap cfr, Hal. 88



Ancaman pidana bagi anak terdipat perbedaan dengan orang dewasa, yang
dalam undang-undang tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwe ancaman
pidana tersebut 1/2 (sctengah) dari ancaman pidana orang dewasa, fetapi pidana
mati dan pidans seumur hidup tidak diberlakukan. Batss umur anak nakal yang
dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tshun tetapi belum
mencapai 18 tahun dan belem pernah kawin., Penjatuhan pidana sebagai upaya
pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting.”

Ketentuan  pidana  dalam  undang-undang psikotropiks  merupakan
ketentuan di luar KUHP (hukum pidana khusus) berdasarkan asas “Lex Specialis
Derogat General™ artinya, hukum/peraturan istimewa yang tidek tunduk pada
hukum/peraturan umum,” Hal ini diromuskan dalam Pasal 103 KUHP yaitu
Aturan Penutup vang berbunyi:

“Setentuan-ketentuan dalam Bab [ sampai dengan Bab VIIT buku ini juga berlaku
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana, keeuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.®

Pasal 103 ini yang memberikan dasar untuk melakukan penyimpangan terhadap
aturan-aturan umum hukem pidana sebagaimana terdapat dalam Buku | KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis
tertarik membuat suatu karva ilmizh dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tujuan

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalabhgunaan Psikotropika Di Pengadilan

Negeri Kelas I A Padang™.

7 jhid, Hal, 3
" Yan Pramodya Puspa, Kamus Hikum, Semarang: Aneka 1o, 1977, Hal, 560



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian Yang diperoleh dam telal divraikan d

atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

Praktek  pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunasn  psikotropika
berdasarkan hakikat atau tujuan pemidanaan telah terlaksana walaupun belum
maksimal karena masih ada pelaku penyalahgunaan psikotropika lainnya yang
melakukan kejahatan yang sama {peningkatan kasus pada tahun 2004),
meskipun terhadap terdakwa telah memberi efek jera dan insval sehingga
pidana yang dijatubkan it setimpal atas kesalahan pelaku terschut. Hakim
berwenang untuk mengukur adil tidaknya pidana yang dijatuhkan sehingga
pidana terscbut setimpal dengan kesalahan pelaky, Oleh karena i, pada
umumnya twjuan pemidanaan telah dapat dipenuhi baik tujuan hukum pidana,
tujuan sistem peradilan pidana, tujuan dalam Konsep Rancangan KUHP Bang
Mmaupun fujuan pengaturan di bidang psikotropika (salah satunyva memberantas
peredaran gelap psikotropika).

Dasar dan  pertimbangan  hakim  dalam pemidanaan  terhadap  pelaky
penyalshgunaan psikotropika untuk mencapal tjuan pemidanaan berdasarkan
ketentuan hukum (nilai-nilai hukum}) yang herlaku schingpa kepastian hukum
dapat terpenuhi, dan nilai-nilaj vang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Dasar dan pertimbangan  hakim tersebut vaitu dari kualitas

perbuatan melawan  hukum (kasus) dan kuantites barang bukti, dasar



pembenaran  pemidanaan,  hasil pemeriksaan  dan  pembukiian,
pertenggungjawaban pidana, keyakinan dan kebebasan hakim vang tidak
mutlak. Dasar dan pertimbangan hakim inilah vang menjadi pedoman dan

syarat untuk terpenuhinya mjuan-tujuan pemidanaan,

- Kendala-kendala dalam  mencapai wjuan  pemidanann terhadap pelaku

penyalahgunaan psikotropika adalah terdakwa tidak mengaku kesalahannya
yang telah terbukti di persidangen, bukti-bukti yang kurang lengkap, dan
kendala dari materi dalem rumusan undang-undang psikotropika itu sendiri
tentang motif kejahatan berdasarkan penggolongan jenis-jenis psikotropika
tersebut. Penegakan hukum psikotropika khususnya di bidang penjatuhan

sanksi pidana diupavakan oleh semua pihek dan demgan peran serta

masyarakat,

B. Saran

L.

Praktek  pemidanaan terhadap  pelaku penyalahgunaan  psikotropika
berdasarkan tujuan pemidanaan yang bertolak dari individuslisasi pidana (bagi
pelaku) tidak berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim, oleh
karena itu pemidanagn harus mempertimbangkan dari segala aspek sekaligus
harus memberikan dasar pemidanaan yang jelas dan terarah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hendaknya menpatur
tentang batas maksimal jumlah psikotropika yang disimpan, digunakan,
dimiliki, secars tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku penyalahgunaan

tersebut, apakeh schagai pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar, Tidak
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